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PUTUXAN
Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Wng
DEMI KEADILAN BERDAXARKAN KETUHANAN YANG MAHA ExA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

dalam perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, NIK 3312154403990002, tempat tanggal lahir Bekasi 04 Maret
1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan XLTA, pekerjaan
XXX XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, XX XXX XX
XXX XXXX XXXXXXX XXXKXKRKKKK XXXXXXXK XXXXXXXXK XXXKKKXXX XXX
xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email

febriantielia359@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3312152807990001, tempat tanggal lahir Wonogiri 28 Juli
1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan XLTA, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXX, XX XXX XX XXX
XXXX XXXXXX  XXXKKKKXX  XXXXXXKK  XXXXXXXXK  XKXKKXXX  XXXX
XXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024
telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar melalui di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada
hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXX, Sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
0042/05/111/2021, tertanggal 05 Maret 2021, saat menikah Penggugat dan
Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxx, RT 004, RW
002, XXXX XXXXXXX, XXXXXXKKK XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX selama kurang
lebih 3 tahun, layaknya suami dan istri (ba'da dukhuk) dan sudah di karuniai
1 anak yang bernama :
- Azeline Permata, 3312156711210001, Perempuan, Wonaogiri, 27
November 2021, usia 2 tahun, belum bersekolah, (sekarang Ikut
bersama Penggugat);
3. Bahwa sejak Mei 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak harmonis disebabkan karena :
- Bahwa Tergugat sering bermain judi online;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bati kepada
Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Tergugat sering meningglkan Penggugat dan pergi dari
rumah orang tua Penggugat berhari-hari tanpa berpamitan dengan
Penggugat;
- Bahwa di bulan xeptember 2024 Tergugat ketahuan mempunyai
Wanita Idaman Lain (WIL) dan ingin menikah dengan wanita
selingkuhan nya;
4. Bahwa puncaknya adalah bulan Juni 2024, pada saat itu Tergugat pergi
dari rumah orang tua Penggugat tanpa izin kepada Penggugat, kemudian
sekarang Tergugat bertempat tinggal di xxxxxx, RT 002/RW 003, XxXx
XXXXXX, XXXXXKKXKX XXXXXKXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih
7 bulan dari bulan Juni 2024 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Penggugat
sekarang mempunyai keinginan untuk mencerai Tergugat dan rumah
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tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk bisa

disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah

warohmabh;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan

cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam

Pasal 19 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi

Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua

Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa

perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Chatur Kusdiantoro bin

xubarjono) terhadap Penggugat (Elia Febrianti binti Muhamad Yazid);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
xubsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan xurat Panggilan
(relaas) Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 05 Desember 2024 dan
Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 13 Desember 2024 vyang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
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sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh
suatu alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam
persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. xurat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK

3312154403990002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil XXXXXXXXX

XXXXXXXX tertanggal 04-01-2022, yang telah dinazegelen dan telah

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0042/05/111/2021, yang

dikeluarkan oleh Kepala KUA XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi

XXXX XXXXXX tertanggal 05 Maret 2021, yang telah dinazegelen dan

telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. xaksi

1. xAKxl 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan xD, pekerjaan

XXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, XX XXX XX XXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, setelah mengangkat

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

0 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat,
[Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang menikah sekitar tahun 2021 yang lalu;
OBahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di rumah saksi;
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OBahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah suda dikaruniai
1 (satu) orang anak;
OBahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis, karena sejak tahun 2022 antara Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus
menerus dan saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 (empat) kali;
OBahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat
suka bermain judi online dan slot;
OBahwa setahu saksi, sejak bulan Juni tahun 2024 antara
Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai
sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, Tergugat
pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
OBahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
OBahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat;
Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan
tetapi tidak berhasil;
OBahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;
2. xAKxl 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan xD, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, XX XXX XX XXX
XXXX XXXXXXX  XXXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXXXXX  XXXXXXXX, setelah
mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:
0 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat,
OBahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat

adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2021;
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OBahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah saksi;
OBahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah suda dikaruniai
1 (satu) orang anak;
OBahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan
saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
OBahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat
sering bermain judi sehingga kurang memberikan nafkah kepada
Penggugat;
OBahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7
(tujuh) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama;
OBahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
OBahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat;
Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan
tetapi tidak berhasil;
OBahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan diatas;
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Menimbang, bahwa perkara Aquo termasuk dalam bidang perkawinan
dan Penggugat adalah warga penduduk Wonogiri, maka sesuai dengan
ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7
Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor :
3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama
Wonogiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Penggugat dengan
Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak
sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo, Penggugat telah mengajukan berupa
fotokopi Kutipan akta Nikah Bukti tersebut adalah berupa akta yang dibuat oleh
pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal
165 HIR, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya
bersifat sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), oleh
karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki
hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-
masing Penggugat dan Tergugat memiliki persona standi in judicio untuk
bertindak sebagai pihak dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis
Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati
Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan perkawinannya dengan
Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan xurat Panggilan (relaas)
Nomor 1537/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 05 Desember 2024 dan Nomor
1537/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 13 Desember 2024 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan
yang sah;
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Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah bahwa sejak bulan Mei tahun 2022 antara Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
karena masalah Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat jarang
memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan Juni tahun 2024 antara
Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan
kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di
dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang
dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip
mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi
bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari
kebohongan—kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat
untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah
mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan
materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian
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yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870
KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat
bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara
ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama
Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-
undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXX Provinsi xxxx xxxxxx, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai ketentuan saksi yang termuat dalam ketentuan pasal 76 ayat (2)
Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 ayat (1) jo 147 HIR serta
Pasal 170 s/d 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat,
dalamketerangannya di persidangan membuktikan bahwa sejak tahun 2022
antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat sering bermain judi
online dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak
bulan Juni tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal,
Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang selama
kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, dan sudah ada upaya damai namun tidak
berhasil;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:
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0 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 05 Maret 2021 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi Xxxx XXXxxXx;
0 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah
hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak;
0 Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar yang disebabkan karena masalah Tergugat sering bermain judi
online dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
0 Bahwa sejak bulan Juni tahun 2024, antara Penggugat dengan Tergugat
telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama
yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Wonogiri sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan sejak itu keduanya
tidak pernah rukun kembali
0 Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat, agar
rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara
Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan sejak itu
keduanya tidak pernah kumpul kembali, yang disebabkan karena masalah
Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat jarang memberikan nafkah
kepada Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat
dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus
menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah,
sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya
mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan

tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
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tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka
perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih
banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan
talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam;

1. Kitab Figh xunnah Jus Il halaman 248 yang berbunyi sebagai
berikut:

co il Bliclgl ol ain wiolall ol Lalscr cains I3l
loglliol o opisll plgs azo Glay Ylao iyl olSy

sl aall lga b Lagin to¥l e o Wl xes
Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan
keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan
hubungan suami istri  tidak dapat lagi diteruskan karena
perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak
berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak
ba'in kepada istrinya";
2. kitab al-Muhadzab Juz I, halaman 81 yang berbunyi:
wiolall ade §lbo lgzg ) azg il @, pac il 5]g

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya,
maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran
yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga
rumah tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk
dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur—unsur terjadinya
perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi
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perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah
dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan
rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki
dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tegugat sudah dalam
suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk
menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka
perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum
pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119
ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis
Hakim perlu menetapkan jatuh Talak xatu Ba'in xughro Tergugat kepada
Penggugat;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
Demikian Putusan ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada
hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17
Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Akhmad Junaedi, x.xy. sebagai Ketua Majelis,
H. Alfajar Nugraha, x.H.l., M.H. dan Mamfaluthy, x.H.l., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan
dikirim secara elektronik melalui xistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh
Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Usman, x.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis

Akhmad Junaedi, x.xy.
Hakim Anggota Hakim Anggota

H. Alfajar Nugraha, x.H.l., M.H. Mamfaluthy, x.H.l., M.H.
Panitera Pengganti

Usman, x.H.

Perincian Biaya Perkara:
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1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00

C. Redaksi : Rp. 10.000,00

d. Pemberitahuan Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 48.000,00
4. Biaya Pemberitahuan : Rp. 24.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah . Rp. 227.000,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
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